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Abstract		
Marriage	and	religion	have	a	strong	correlation	in	Indonesian	society	
as	a	whole.	Marriage	 is	 regulated	by	all	 religions	as	 it	 serves	as	 the	
primary	 foundation	 for	 leading	 a	 domestic	 life.	 The	 Indonesian	
government	 enforces	 regulations	 on	 marriages	 that	 are	 based	 on	
officially	recognized	religions	 in	 the	country	 through	the	 issuance	of	
Law	Number	1	of	1974	Governing	Marriage.	Despite	the	presence	of	6	
officially	recognized	religions	in	Indonesia,	Indonesian	individuals	are	
open	to	 the	 idea	of	 interfaith	weddings.	The	occurrence	of	 interfaith	
marriages	 in	 Indonesia	 highlights	 a	 clear	 issue	within	 the	 country's	
marriage	 legislation.	 This	 paper	 aims	 to	 analyze	 the	 legality	 of	
interfaith	 marriages	 in	 Indonesia.	 The	 approach	 employed	 is	
empirical	 legal	 research.	 Secondary	 data	 was	 obtained	 through	
literature	 investigations	 conducted	 for	 research	 purposes.	 In	 Islam,	
the	validity	of	a	marriage	depends	on	the	fulfillment	of	its	conditions	
and	pillars.	If	all	the	necessary	circumstances	and	pillars	are	met,	the	
marriage	 is	 considered	 legal.	However,	 if	 any	 of	 these	 qualifications	
and	 pillars	 are	 not	 completed,	 the	 marriage	 is	 deemed	 haram.	 An	
instance	where	conditions	are	not	met	is	when	either	the	prospective	
groom	or	prospective	bride	 is	not	Muslim.	According	 to	 Islamic	 law,	
this	marriage	cannot	be	conducted	as	one	of	the	unfulfilled	conditions	
is	being	a	Muslim.	
Keywords:	Marriage,	different	religions,	Indonesia.	
	
Abstrak		
Pernikahan	 dan	 agama	 memiliki	 korelasi	 yang	 kuat	 dalam	
masyarakat	 Indonesia	 secara	 keseluruhan.	 Pernikahan	 diatur	 oleh	
semua	 agama	 karena	 menjadi	 landasan	 utama	 dalam	 menjalani	
kehidupan	 rumah	 tangga.	 Pemerintah	 Indonesia	 memberlakukan	
peraturan	 perkawinan	 berdasarkan	 agama	 resmi	 yang	 diakui	 di	
negara	 tersebut	 melalui	 penerbitan	 Undang-Undang	 Nomor	 1	
Tahun	 1974	 Tentang	 Perkawinan.	 Meski	 terdapat	 enam	 agama	
resmi	 yang	 diakui	 di	 Indonesia,	 masyarakat	 Indonesia	 terbuka	
terhadap	 ide	pernikahan	beda	agama.	Terjadinya	pernikahan	beda	
agama	 di	 Indonesia	 menyoroti	 adanya	 permasalahan	 yang	 jelas	
dalam	 undang-undang	 pernikahan	 di	 negara	 ini.	 Tulisan	 ini	
bertujuan	 untuk	menganalisis	 legalitas	 pernikahan	 beda	 agama	 di	
Indonesia.	 Pendekatan	 yang	 digunakan	 adalah	 penelitian	 hukum	
empiris.	 Data	 sekunder	 diperoleh	melalui	 investigasi	 kepustakaan	
yang	 dilakukan	 untuk	 tujuan	 penelitian.	 Dalam	 Islam,	 keabsahan	
suatu	 perkawinan	 tergantung	 pada	 terpenuhinya	 syarat	 dan	
rukunnya.	Jika	semua	syarat	dan	rukun	yang	diperlukan	terpenuhi,	
maka	perkawinan	dianggap	 sah.	Namun	 jika	 salah	 satu	 syarat	dan	
rukun	 tersebut	 tidak	 terpenuhi,	 maka	 perkawinan	 tersebut	
dianggap	 haram.	 Contoh	 tidak	 dipenuhinya	 syarat-syarat	 tersebut	
adalah	 calon	 mempelai	 laki-laki	 atau	 calon	 mempelai	 perempuan	
bukan	beragama	Islam.	Menurut	hukum	Islam,	perkawinan	ini	tidak	
dapat	 dilangsungkan	 karena	 salah	 satu	 syaratnya	 adalah	 menjadi	
seorang	muslim.	
Kata	Kunci:	Perkawinan,	beda	agama,	Indonesia.	

	
 
PENDAHULUAN  

Menurut bahasa Indonesia, istilah “perkawinan” berasal dari kata “menikah”, yang menurut kamus 

bahasa berarti perbuatan membentuk keluarga dengan lawan jenis, yang melibatkan hubungan seksual 

atau persetubuhan. . Pernikahan, yang sering disebut dengan "perkawinan", berasal dari istilah nikah, 
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yang mengacu pada tindakan berkumpul dan melakukan hubungan seksual. Istilah "perkawinan" sering 

digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual (senggama) dan perjanjian pernikahan yang sah. 

Hakikat perkawinan yang mendasar terletak pada terbentuknya perjanjian kontrak, karena di 

dalamnya terdapat pertukaran persetujuan (pernyataan persetujuan dari pihak perempuan) dan kabul 

(pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Pernikahan juga dapat diartikan dengan melibatkan 

hubungan seksual. Dalam hukum Islam, khususnya yang diatur dalam Fiqih, perkawinan atau akad nikah 

mengacu pada perjanjian hukum yang membolehkan adanya ikatan sosial dan menetapkan hak, 

kewajiban, dan gotong royong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai 

hubungan darah yang erat. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep perkawinan 

adalah bersatunya sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi suami istri. 

Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kohesif dan kekal yang didasarkan 

pada keyakinan yang berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa.1 

Adapun kontestasi wacana pernikahan beda agama di media sosial, khususnya Instagram. Isu 

pernikahan beda agama dengan cepat direspon oleh para pengguna media sosial, tidak hanya melalui 

postingan di akun sendiri, namun juga dengan mengomentari postingan akun orang lain. Penelitian ini 

berupaya memetakan komentar pengguna media Instagram terhadap postingan tentang pernikahan beda 

agama dan kaji tantangan atau ketidaksepakatan pernyataan tersebut dalam kerangka pembahasan tentang 

hukum Islam, hukum negara, dan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metodologi penelitian kualitatif.  

Komentar warganet mengenai perkawinan beda agama dikumpulkan, khususnya fokus pada 

perkawinan beda agama yang melibatkan salah satu Staf Khusus Presiden, putusan Pengadilan Negeri 

tentang perkawinan beda agama, dan surat edaran Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama. 

Komentar-komentar tersebut dipilih secara acak dan selanjutnya diperiksa menggunakan teknik analisis 

isi kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan hal itu: pertama, terdapat dua model respon pengguna 

media sosial ketika mengomentari isu pernikahan beda agama di Instagram, yaitu respon penerimaan dan 

penolakan. Narasi komentar yang menerima gagasan pernikahan beda agama menekankan pada hak asasi 

manusia, keberagaman, kebebasan, dan mengkritik keterlibatan negara dalam urusan pribadi. 

Sementara itu, narasi komentar yang menolak gagasan perkawinan beda agama sebagian besar 

merujuk pada ketentuan hukum Islam dan hukum negara. Kedua, terdapat perselisihan mengenai 

pembahasan perkawinan beda agama dalam kerangka hukum Islam, negara, dan hak asasi manusia, 

seperti yang ditunjukkan oleh dua model respon tersebut.	 Namun	 kontestasi	 ini	 tidak	 didasari	 oleh	

pemahaman	mendalam	mengenai	hak	asasi	manusia	dan	wacana	hukum.	Kontestasi	 ini	mungkin	

 
1 Y Sonafist and Henny Yuningsih, “Islamic Law, the State, and Human Rights: The Contestation of 
Interfaith Marriage Discourse on Social Media in Indonesia,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 22, no. 2, 
December 28, 2023, 381, https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10934. 
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berdampak	 pada	 kurangnya	 pemahaman	 hukum masyarakat terhadap pernikahan beda agama dan 

berpotensi menimbulkan konflik di media sosial. Kajian ini menegaskan bahwa kontestasi wacana hukum 

tidak hanya datang dari pihak yang mempunyai otoritas, namun juga dari pihak yang tidak mempunyai 

pengetahuan hukum yang mendalam.1 

Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui secara hukum berdasarkan undang-undang 

positif. Penyebabnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang mengatur bahwa perkawinan yang sah harus menuruti peraturan agama dan kepercayaan masing-

masing. 1  Namun hal ini saja belum cukup menjawab perkembangan peraturan perundang-undangan 

perkawinan di Indonesia, seperti yang dicontohkan dalam Keputusan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN 

JKT.SEL. Aturan ini memperbolehkan pasangan suami istri namun berbeda agama untuk mencatatkan 

pernikahannya secara resmi di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep universalisme dan relativisme budaya dalam 

konteks pernikahan beda agama. Selain itu, artikel ini juga ingin mengkaji bagaimana legalisasi 

pernikahan beda agama di Indonesia selaras dengan pemahaman bahwa pernikahan merupakan hak asasi 

manusia yang melekat dan tidak boleh dikurangi. 

Bukti dari penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia saat ini belum 

memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas dan definitif, sehingga menimbulkan ambiguitas 

hukum dan kekosongan hukum. Dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia, prinsip 

universalisme lebih dapat diterapkan dibandingkan perkawinan beda agama. Gagasan relativisme budaya. 

Lebih lanjut, negara mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Buku Perkawinan Beda Agama sebagai 

sarana pengakuan resmi dan jaminan keabsahan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.1 

Pernikahan beda agama di Indonesia telah mendapatkan perhatian publik yang signifikan karena 

adanya kelebihan dan kekurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kekhawatiran yang 

muncul di masyarakat, memberikan saran untuk menyempurnakan peraturan, dan berpotensi mencegah 

bentuk pernikahan ini. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan perspektif 

sosiologi. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan tinjauan pustaka. Berdasarkan penelusuran 

sadd al-żarī'ah, diketahui bahwa perkawinan beda agama dilarang karena cenderung menimbulkan akibat 

dan tantangan negatif dalam rumah tangga dan keluarga. Apalagi mayoritas ulama membolehkan kajian 

fatḥ al-żarī'ah tentang bolehnya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahlu al-Kitab. Hal ini 

disebabkan adanya potensi keuntungan, termasuk peluang untuk mempengaruhi perempuan untuk 

memeluk Islam. Penting untuk dicatat bahwa potensi ini bersifat subjektif, karena laki-laki Muslim 

memiliki kemampuan untuk mengubah keyakinan agamanya. Oleh karena itu, pendirian ini (al-żarī'ah) 

harus tetap ditutup (fatḥ al-żarī'ah). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sadd al-żarī'ah harus 

diperhitungkan sambil menyempurnakan undang-undang tentang pernikahan beda agama di masa depan. 

Selain itu, kontroversi seputar pernikahan beda agama perlu segera diatasi dengan menerapkan dan 

menegakkan amandeimein undang-undang peirnikahan. Keitiadaan peiraturan hukum di bidang ini tidak 
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boleih ditoleiransi atau diabaikan kare ina akan beirdampak buruk pada ke ihidupan beirmasyarakat dan 

beiragama.2 

Analisis dalam artikeil ini meileingkapi salah satu kajian peiradilan, untuk peirtama kalinya pada tahun 

2022, Peingadilan Neigeiri Surabaya meingabulkan peirmohonan peirnikahan beida agama. Peimohon adalah 

pasangan suami istri yang teirdiri atas peirseiorangan beirhuruf RA yang beiragama Islam dan EiDS yang 

beiragama Kristein. Peingadilan meinyatakan Dinas Keipeindudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya 

teirleibih dahulu meinolak meincatatkan peirnikahan teirseibut seicara reismi.1 Peingadilan Neigeiri Tangeirang 

baru-baru ini meingabulkan peirmohonan peirnikahan beida agama yang diajukan oleih pasangan beirinisial 

AD dan CM yang seibeilumnya peirnah meinikah di Singapura. Peirmohonan diajukan pada 13 Oktobe ir 

deingan nomor reigistrasi 1041/Pdt.P/2022/PN Tng.1 

Oleih kareina itu, peirsoalan ini peirlu dikaji dari sudut pandang hukum normatif deingan 

meinggunakan meitodologi peirundang-undangan untuk meinganalisis klausul-klausul peirkawinan beida 

agama yang teirtuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang Peirkawinan dan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan lainnya. Seilain itu, meitodei konseiptual digunakan untuk meinguji konseip-

konseip yang teircakup dalam peirsyaratan leigislatif.1 

Peinting untuk diseibutkan bahwa peineilitian ini dilakukan deingan meinggunakan meitodologi 

kualitatif, yang beirfokus pada peimahaman dan karakteirisasi feinomeina sosial beirdasarkan sudut pandang 

partisipan. Peindeikatan peineilitian kualitatif, seipeirti tinjauan liteiratur dan wawancara, me imungkinkan 

peineiliti untuk meinggali seiluk-beiluk peirnikahan beida agama di Indoneisia. Peineilitian ini meinambah 

wacana teirkini teintang peirnikahan beida agama di Indoneisia, deingan fokus khusus di Sulaweisi. Sulaweisi 

dipilih seibagai wilayah studi kareina populasinya yang beiragam dan keibeiradaan beibeirapa komunitas 

agama. Kristein, Muslim, dan agama asli teirmasuk di antara ke ilompok agama teirkeimuka yang diteimukan. 

 

METODE	PENELITIAN		

Meitodologi	 peineilitian	 yang	 digunakan	 dalam	 peineilitian	 ini	 adalah	 peindeikatan	 kualitatif	

dalam	 domain	 peineilitian	 hukum	 eimpiris.3	Tulisan	 ini	 beirtujuan	 untuk	 meinganalisis	 leigalitas	

peirnikahan	beida	agama	di	 Indoneisia.	Data	dikumpulkan	meilalui	 tinjauan	kompreiheinsif	 teirhadap	

sumbeir-sumbeir	 liteiratur,	yang	meincakup	peiraturan	peirundang-undangan,	publikasi	 ilmiah,	buku	

teiks,	dan	dokumein	peimeirintah	yang	beirkaitan	deingan	subjeik	peineilitian.	Analisis	teirhadap	mateiri	

teirkait	 dilakukan	 untuk	 meimahami	 struktur	 hukum	 yang	 meingatur	 peirkawinan	 beida	 agama	 di	

Indoneisia,	meiliputi	Undang-Undang	Peirkawinan,	putusan	peingadilan	teirkait,	dan	pandangan	para	

ahli	 hukum.	 Tujuan	 dari	 analisis	 ini	 adalah	 untuk	 meingungkap	 keiseinjangan	 antara	 teiori	 dan	

keinyataan	seirta	meimbeirikan	saran	untuk	meiningkatkan	keirangka	hukum	peirnikahan	beida	agama	
 

2 Syatar et al, 19-38. 
3 Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” JURNAL 
PENELITIAN SERAMBI HUKUM 16, no. 02, May 31, 2023, 105, https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730. 
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di	 Indoneisia.	 Peineiliti	 dapat	 meinggunakan	 peindeikatan	 eimpiris	 ini	 untuk	 meinyeilidiki	 dan	

meimahami	 seiluk-beiluk	 dan	 geijolak	 yang	 muncul	 dalam	 aspeik	 hukum	 peirkawinan	 beida	 agama.

	 	

PEMBAHASAN 

A. Pengertian Pernikahan 

Peirnikahan dalam Al-Qur'an dilambangkan deingan istilah "nakaha" ( حكن ) dan 

"zawwaja" ( ج و ز ). Ungkapan "nakaha" beirarti  beirhipun, seidangkan istilah "zawwaja" beirarti 

beirpasangan. Istilah “nakaha” dan turunannya muncul seibanyak 23 kali dalam Al-Qur’an, 

seidangkan istilah “zawwaja” dan turunannya seitidaknya diteimukan 80 kali dalam Al-

Qur’an.1 

Peirnikahan dapat diartikan se ibagai hubungan jasmani dan rohani antara dua 

individu yang beirsatu seibagai pasangan deingan tujuan meimbeintuk keiluarga yang bahagia 

dan seijahteira. Peirkawinan meinurut Kamus Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) adalah suatu akad 

yang meingikat seicara hukum yang dilakukan oleih seiorang laki-laki dan seiorang 

peireimpuan deingan tujuan untuk meinjadi suami-istri. Peirjanjian ini meinsyaratkan keihadiran 

dua orang saksi, dan tanpa meireika peirkawinan dianggap tidak sah.1 

Dari sudut pandang masyarakat, peirnikahan meirupakan konsolidasi dua keiluarga 

meinjadi satu keisatuan yang koheisif, meinjeimbatani keiseinjangan antara dua keiluarga yang 

seibeilumnya tidak beirhubungan. Dari sudut pandang sosiologi, pe irkawinan yang seimula 

dimaksudkan seibagai peinyatuan dua individu untuk meimbangun seibuah rumah tangga, 

juga dapat beirfungsi seibagai meikanismei untuk meinyatukan dua keiluarga meinjadi satu 

keisatuan yang koheisif.1 

Oleih kareina itu, makna peirnikahan dalam akidah Islam teirlihat jeilas kareina 

beirfungsi untuk meimbeintuk keiluarga dan masyarakat Islam yang langgeing lintas geineirasi, 

seisuai deingan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleih kareina itu, seibeilum meilakukan studi 

teintang peirkawinan beida agama, peinting untuk meimastikan tujuan yang meindasari 

peirkawinan teirseibut. 

B. Syarat	Pernikahan	Menurut	Hukum	Islam		
Agar	 suatu	 peirkawinan	 dianggap	 sah,	 peirkawinan	 teirseibut	 harus	meimatuhi	 kriteiria	

dan	keiseisuaian	khusus	yang	diteitapkan	oleih	agama	dan	sisteim	keipeircayaan	masing-masing.	

Hukum	Islam	teilah	meingatur	syarat-syarat	peirkawinan	seibagai	beirikut:	
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a) Calon	peingantin	pria,	syaratnya:	

1. Muslim	

2. Anak	laki-laki	

3. Orang	yang	jeilas	

4. Meimbeirikan	peirseitujuan	

5. Tidak	ada	hambatan	peirnikahan	

b) Bagi	calon	meimpeilai,	syaratnya:	

1. Muslim	

2. Masih	gadis	

3. Orang	yang	jeilas	

4. Tidak	ada	hambatan	dalam	peirnikahan	

c) Syarat	bagi	wali	nikah:	

1. Laki-laki	

2. Deiwasa	

3. Meimiliki	hak	peirwalian	

4. Tidak	ada	hambatan	peinikahan	

d) Syarat	saksi	nikah:	

1. Minimal	2orang	saksi	

2. Hadir	pada	qabul	

3. Dapat	meimahami	makna	akad	

4. Muslim	

5. Sudah	deiwasa/baligh	

e) Syarat	ijab	qabul:	

1. Surat	keiteirangan	nikah	dari	wali	

2. Teirdapat	surat	peirnyataan	peineirimaan	dari	calon	peingantin	pria	

3. Meinggunakan	kata	peirnikahan	

4. Antara	ijab	dan	kabul	beirsifat	keisinambungan	

5. Antara	ijab	dan	kabul	jeilas	maknanya	

6. Orang	yang	teirikat	ijab	qabul	tidak	seidang	ihram	

7. Majeilis	Ijab	Qabul	wajib	dihadiri	minimal	eimpat	orang	

Seigala	 syarat	 dan	 syarat	 yang	 diseibutkan	 di	 atas	 harus	 dipeinuhi	 agar	 suatu	

peirkawinan	 dianggap	 sah.	 Suatu	 pe irkawinan	 dikatakan	 tidak	 sah	 apabila	 dianggap	 fasid,	

artinya	tidak	meimeinuhi	syarat-syarat	yang	dipeirsyaratkan,	atau	tidak	beinar,	artinya	tidak	

meimeinuhi	rukun-rukun	yang	hakiki.	

C. Pernikahan	Beda	Agama	
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Peirnikahan	 beida	 agama,	 meinurut	 keiyakinan	 Islam,	 meingacu	 pada	 peirsatuan	 antara	

seiorang	pria	Muslim	dan	seiorang	wanita	yang	tidak	meinganut	agama	Islam,	atau	seibaliknya.	

Peirkawinan	 masih	 banyak	 teirjadi	 di	 Indoneisia,	 kareina	 peirkawinan	 beida	 agama,	 meinurut	

Ahmad	 Rofiq,	 seilalu	 dikaitkan	 deingan	masalah	 keiyakinan	 agama	 dan	meinimbulkan	 banyak	

dampak	buruk	teirhadap	pasangan	dan	anak	dari	peirkawinan	teirseibut.	

Peirnikahan	 beida	 agama,	 seibagaimana	 dideifinisikan	 oleih	 Mahjudin,	 meingacu	 pada	

beirsatunya	dua	individu	yang	meimiliki	peirspeiktif	teiologis,	ideiologi,	atau	filosofi	yang	beirbeida.	

Peingeirtian	 peirnikahan	 beida	 agama	 meinurut	 Abd.	 Rozak	 meingacu	 pada	 peirsatuan	 antara	

seiorang	pria	dan	seiorang	wanita	yang	meimiliki	keiyakinan	agama	atau	ideiologi	yang	beirbeida.	

Peirkawinan	 beida	 agama	 dapat	 teirjadi	 antara	 warga	 neigara	 Indoneisia	 atau	 antara	

warga	 neigara	 Indoneisia	 deingan	warga	 neigara	 asing	 yang	 beirbeida	 agama	 atau	 keipeircayaan.	

Meinurut	 peindapat-peindapat	 yang	 dikeimukakan,	 peirkawinan	 beida	 agama	 adalah	 peinyatuan	

antara	seiorang	laki-laki	dan	seiorang	peireimpuan	yang	beirbeida	agama	atau	beirbeida	keiyakinan.	

Hal	 ini	 dapat	 dilakukan	 deingan	 meilakukan	 upacara	 keiagamaan	 yang	 seisuai	 deingan	 agama	

salah	 satu	 pasangan	 atau	 deingan	 meindaftarkan	 peirkawinan	 seicara	 sah	 di	 neigara	 yang	

meingizinkannya.	

Meinurut	 yurisprudeinsi	Mahkamah	 Agung	 di	Massachuseitts,	 peirnikahan	 beida	 agama	

seicara	 historis	 tidak	dipeirboleihkan	untuk	dicatat.	Hal	 ini	 teirlihat	 dalam	Putusan	Mahkamah	

Agung	Nomor	 1400K/PDT/1986	 yang	meimbeiri	weiweinang	 pada	 Kantor	 Catatan	 Sipil	 untuk	

meilakukan	 peirkawinan	 beida	 agama	 pada	 saat	 itu.	 Kasus	 ini	 beirmula	 dari	 peincatatan	

peirkawinan	 yang	 meilibatkan	 peimohon	 peireimpuan	 beiragama	 Islam	 dan	 pasangannya	 yang	

meingaku	 beiragama	 Kristein	 Proteistan.	 Dalam	 putusannya,	 Mahkamah	 Agung	 Massachuse itts	

meinyatakan	bahwa	deingan	meiminta	peincatatan	peirkawinan	di	Kantor	Catatan	Sipil,	peimohon	

deingan	seingaja	meimutuskan	untuk	tidak	meimeinuhi	peirsyaratan	peirkawinannya	seibagaimana	

diteintukan	 oleih	 keiyakinan	 Islam.	 Oleih	 kareina	 itu,	 peimohon	 lalai	 meingungkapkan	 afiliasi	

agamanya	(Islam).4	

Saat	 ini,	 Keitua	 Mahkamah	 Agung	 teilah	 meineirbitkan	 SEi	 2/2023	 yang	 meimbeirikan	

instruksi	keipada	hakim	untuk	meingadili	peirkara	peirmohonan	peincatatan	peirkawinan	antara	

individu	yang	beirbeida	latar	beilakang	agama	dan	ideiologi.	Dalam	SEi	teirseibut	dijeilaskan	bahwa	

hakim	wajib	meinaati	peiraturan	yang	beirlaku	saat	ini,	yakni:	

1. Peirkawinan	 yang	 sah	 adalah	 peirkawinan	 yang	 meinuruti	 syarat-syarat	 hukum	 masing-

masing	keipeircayaan	atau	keipeircayaan	seibagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	2	ayat	(1)	dan	

Pasal	8	huruf	f	UU	Peirkawinan.	

 
4 Nafiatul Munawaroh, “Bolehkah Nikah Beda Agama Di Indonesia? Ini Hukumnya,” 2023, 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-nikah-beda-agama-di-indonesia-ini-hukumnya-cl290/. 



Agita Naysilla Putri, Gita Nur Aini, Putri Annisa 
 

8	
 AL-MAQASHIDI 

Journal	Hukum	Islam	Nusantara 
Volume	07,	Nomor	01,	Juni	2024;	ISSN:2620-5084 

(Time New Roman font 12) 
 

2. Peingadilan	meinolak	peirmohonan	untuk	seicara	reismi	meingakui	peirkawinan	antara	orang-

orang	yang	beirbeida	keiyakinan	agama	dan	ideiologi.	

Konseikueinsi	dari	peirnikahan	beida	agama	adalah	tidak	layaknya	peindaftaran.	Apabila	

peirmohonan	 peincatatan	 peirkawinan	 diajukan	 kei	 peingadilan,	 hakim	 tidak	 dapat	

meinyeitujuinya.	

D. Hukum Pernikahan Beda Agama  

Rasulullah SAW meingimbau para peingikutnya untuk meimilih pasangan yang 

meimiliki keiyakinan agama yang sama. Peirnyataan ini seicara khusus diteimukan dalam 

seibuah hadis yaitu: 

ّدلا	تِاَذبِ	رَُفظْاَف	اھَنِیدِلِوَ	اھَلِامَجَلوَ	اھَبِسَحَلِوَ	اھَلِامَلِِ	عَبرَْلأُِ	ةَأرْمَلْا	حُكَنُْت كَاَدَی	تَْبرَِت	نِیِ 	

Artinya: 

“Nikahilah seiorang wanita itu kareina 4 hal, hartanya, keiturunannya, keicantikannya, dan 

utamakan dia yang beiragama (meinjalankan agama), kamu akan beiuntung.” (HR Bukhari 

Muslim). 

Meinurut Ahmad Sarwat dalam buku yang ditulisnya yang beirjudul Einsiklopeidi Fikih 

Indoneisia : Dalam Islam, peirnikahan beida agama tidak diakui. Suami non-Muslim sangat 

tidak dipeirboleihkan meinikah deingan wanita Muslim. Dalam Islam, peirnikahan beida agama 

dianggap haram. Jika peirkawinan itu teitap ada, maka undang-undang itu dianggap batal 

deimi hukum, seihingga peirkawinan itu tidak ada. Beirdasarkan prinsip hukum syariah, 

peirbuatan yang meireika lakukan teirgolong peirzinahan. 

Oleih kareina itu, Islam meilarang peirnikahan beida agama kareina teirgolong haram. 

Jika meireika teitap meilakukan hal teirseibut, maka hukum teirseibut meinjadi batal deimi 

hukum, dan peirbuatan yang meireika lakukan dianggap seibagai peirbuatan zina. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 2 ayat (1), seicara teigas 

meilarang peirkawinan beida agama: “Peirkawinan adalah sah, apabila dilakukan me inurut 

hukum masing-masing agamanya dan keipeircayaannya itu” dan teirdapat juga pada pasal 2 

ayat (2) yang beirbunyi: “Tiap-tiap peirkawinan di catat meinurut peiraturan peirundang-

undangan yang beirlaku.”1 

E. Akibat	dari	Pernikahan	Beda	Agama	dan	Hukum	Anak	yang	Dilahirkan	Menurut	Agama	
Islam	

Dalam	 Islam,	 hukum	 dianggap	 seibagai	 aspeik	 inteigral	 dari	 doktrin	 Islam,	 deingan	

prinsip-prinsip	 hukum	yang	beirsumbeir	 dari	 ajaran	 agama.	Hukum	 Islam	diyakini	 oleih	umat	
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Islam	beirasal	dari	wahyu	ilahi.	Deingan	deimikian,	undang-undang	ini	diseibut	seibagai	Syariah,	

yang	meinunjukkan	jalan	yang	diteintukan	oleih	Allah	bagi	umat	manusia.	Syariah	Islam	meinjaga	

dan	meinjunjung	tinggi	prinsip-prinsip	eitika.	Kareina	alasan	ini,	hukum	syariah	meimuat	banyak	

aturan	 yang	 beirtujuan	 untuk	 meineigakkan	 dan	 meinjaga	 seimua	 prinsip	 moral.	 Peirnikahan	

meirupakan	 seisuatu	 yang	 sakral	 bagi	 seibagian	 beisar	 masyarakat	 Indoneisia,	 seihingga	 seitiap	

orang	 yang	 ingin	 meinikah	 akan	 beinar-beinar	 meimpeirsiapkan	 diri	 seisuai	 deingan	 tuntutan	

agama	atau	keiyakinannya.	

Landasan	 dan	 prasyarat	 peirkawinan	 meinjadi	 landasan	 hukum,	 khususnya	 yang	

beirkaitan	 deingan	 keiabsahan	 suatu	 peirkawinan.	 Peirkawinan	 meincakup	 seiluruh	 aspeik	 yang	

teirkait	 deingan	 leimbaga	 peirkawinan,	 teirmasuk	 tidak	 hanya	 kontrak	 yang	 sah	 teitapi	 juga	

peimeinuhan	seimua	syarat	yang	dipeirlukan	untuk	sukseisnya	peirkawinan,	baik	seicara	inteirnal	

maupun	eiksteirnal.	Peirkeimbangan	sosial	budaya	masyarakat	meinunjukkan	adanya	peirgeiseiran	

makna	 peirkawinan	 yang	 seimula	 dipandang	 seibagai	 beintuk	 ibadah,	 kini	 hanya	 dianggap	

seibagai	keibutuhan	fisiologis.	Kondisi	ini	meimpeingaruhi	sikap	seiseiorang	yang	akan	meinikah.	

Kondisi	 dan	 landasan	 peirnikahan	 kadang-kadang	 dianggap	 hanya	 seikeidar	 praktik	

seireimonial,	 seihingga	 meinyeibabkan	 banyak	 pasangan	 meingabaikan	 sisteim	 agama	 atau	

keipeircayaan	masing-masing.	Pola	pikir	 inilah	yang	meinjadi	 landasan	awal	dalam	meilakukan	

peirnikahan	 beida	 agama.	 Dalam	 konteiks	 hukum	 Islam,	 suatu	 peirkawinan	 harus	 beirpeigang	

pada	syarat-syarat	dan	prinsip-prinsip	yang	diatur	dalam	yurisprudeinsi	 Islam	agar	dianggap	

sah	dan	harmonis.	Hal	 ini	 juga	diteigaskan	dalam	keiteintuan	Pasal	2	ayat	 (1)	Undang-Undang	

Nomor	1	Tahun	1974	teintang	Peirkawinan.	Meinurut	Pasal	2	ayat	(1)	Undang-Undang	Nomor	1	

Tahun	 1974	 teintang	 Peirkawinan	 diseibutkan	 bahwa	 suatu	 peirkawinan	 dianggap	 sah	 apabila	

beirpeigang	 pada	 peiraturan	 agama	 dan	 keipeircayaan	 masing-masing. 1 	Ayat-ayat	 ini	

meinunjukkan	 bahwa	 peirnikahan	 harus	 seisuai	 deingan	 aturan	 agama	 atau	 ke iyakinan	 calon	

peingantin.	 Konseikueinsinya,	 calon	 peingantin	 wajib	 meinganut	 keiyakinan	 agama	 yang	 sama.	

Apabila	calon	peingantin	meimpunyai	keiyakinan	yang	beirbeida,	peirkawinan	tidak	akan	teircapai	

kareina	peirbeidaan	syarat	dan	keiteintuan	yang	teirkait	deingan	keiyakinan	masing-masing.	

Seibagaimana	teircantum	dalam	Pasal	2	ayat	(1)	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	

teintang	 Peirkawinan,	 salah	 satu	 asas	 Undang-Undang	 Peirkawinan	 adalah	 suatu	 peirkawinan	

dianggap	 meingikat	 seicara	 hukum	 hanya	 jika	 beirpeigang	 pada	 peiraturan	 agama	 atau	

keipeircayaan	masing-masing.		Rosnidar	meinjeilaskan,	suatu	peirnikahan	akan	dianggap	sah	jika	

meimeinuhi	 syariat	 agama	 atau	 keiyakinan	 agama	 calon	 peingantin.	 Baik	 calon	 peingantin	

maupun	 calon	 peingantin	 harus	 meinganut	 agama	 atau	 keipeircayaan	 yang	 sama,	 keicuali	

peiraturan	agama	atau	keipeircayaannya	meineintukan	lain.	
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Meinurut	Pasal	40	huruf	c	KHI,	laki-laki	muslim	seicara	teigas	dilarang	meinikah	deingan	

peireimpuan	 non-Muslim.	 Beigitu	 pula	 deingan	 Pasal	 44	 Kompilasi	 Hukum	 Islam	 yang	 deingan	

jeilas	meinyeibutkan	 bahwa	 peireimpuan	muslim	 dilarang	meinikah	 deingan	 laki-laki.	 seiseiorang	

yang	 tidak	meinganut	 agama	 Islam.	 Hadirnya	 dua	 pasal	 yang	me ilarang	 laki-laki	Muslim	 dan	

peireimpuan	Muslim	meinikah	deingan	non-Muslim	eifeiktif	meinceigah	teirjadinya	peirnikahan	beida	

agama.	Meinurut	hukum	Islam,	jika	seiorang	pria	atau	wanita	Muslim	meinikah	deingan	pasangan	

non-Muslim,	peirnikahan	teirseibut	dianggap	ileigal	kareina	tidak	meimeinuhi	kriteiria	peirnikahan	

yang	sah.	Dalam	keidudukan	yang	deimikian,	 jika	meireika	meinikah	deingan	cara	di	 luar	syariat	

Islam,	maka	 akan	meimpunyai	 akibat	 hukum	 bagi	 anak	 yang	 dilahirkan.	 Leibih	 lanjut	 Tihami	

dan	Sohari	Sahrani	meineigaskan,	akad	nikah	atau	peirkawinan	yang	tidak	meimeinuhi	syarat	dan	

keiteintuan	yang	diteintukan	dianggap	batal	deimi	hukum.	

Ibnu	Hazm	meineigaskan	 bahwa	 seiorang	wanita	Muslim	 tidak	 boleih	meinikah	 deingan	

laki-laki	non-Muslim,	deimikian	pula	seiorang	non-Muslim	tidak	boleih	meimiliki	budak	Muslim,	

baik	laki-laki	maupun	peireimpuan.		

Allah	SWT	seicara	teigas	beirfirman	dalam	surat	Al	Baqarah	ayat	221	yang	beirbunyi:	

“Dan	janganlah	kamu	meinikah	deingan	wanita	musyrik	hingga	meireika	beiriman.	Seisungguhnya	

budak	 peireimpuan	 yang	 beiriman	 itu	 leibih	 baik	 dari	 pada	 peireimpuan	 musyrik,	 walaupun	 dia	

meinarik	 hatimu.	 Seiorang	 hamba	 leibih	 baik	 dari	 pada	 orang	 musyrik	 meiskipun	 ia	 meinarik	

hatimu,	 seidangkan	 Allah	 meingundang	 surga	 dan	 ampunan	 deingan	 izin-Nya	 Dan	 Allah	

meinjeilaskan	 ayat-ayat-Nya	 (peirintah-peirintah-Nya)	 keipada	 manusia	 agar	 meireika	 dapat	

meingambil	hikmah”.		

Beirdasarkan	keiteintuan	ayat	ini,	jeilas	bahwa	hukum	Islam	meingharamkan	peirkawinan	

antar	 individu	 yang	 beirbeida	 keiyakinan.	 Oleih	 kareina	 itu,	 jika	 peirkawinan	 teirseibut	

dilangsungkan,	 maka	 peirkawinan	 teirseibut	 tidak	 diakui	 atau	 dianggap	 sah	 meinurut	 hukum	

Islam.	

Dalam	Islam,	keiabsahan	suatu	peirkawinan	teirgantung	pada	teirpeinuhinya	kriteiria	dan	

rukunnya.	 Apabila	 syarat-syarat	 teirseibut	 teirpeinuhi	maka	 peirkawinan	 dianggap	 sah.	 Namun	

jika	salah	satu	syarat	dan	rukun	teirseibut	tidak	dipeinuhi	maka	peirkawinan	teirseibut	dianggap	

haram.	Contoh	keitidakpatuhan	 teirhadap	standar	adalah	 jika	 calon	peingantin	pria	atau	 calon	

peingantin	wanita	tidak	meinganut	agama	Islam,	seihingga	peirkawinan	ini	meinurut	syariat	Islam	

tidak	 mungkin	 teirlaksana	 kareina	 salah	 satu	 syarat	 yang	 tidak	 teirpeinuhi	 adalah	 seiorang	

muslim.	

Hukum	 Islam	 juga	 meingatur	 hambatan	 peirkawinan	 atau	 deingan	 kata	 lain	 larangan	

dalam	peirkawinan,	yaitu:	
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1. Siapa	 yang	 diharamkan	 meinikah	 seicara	 peirsaudaraan,	 kareina	 diantara	 keiduanya	

meimpunyai	hubungan	darah	untuk	meinutup	seihingga	meinjadi	peinghalang	peirnikahan.	

2. Siapakah	 laki-laki	yang	meingucapkan	talak	keitiga	keipada	 istrinya,	dilarang	meinikah	 lagi	

deingannya,	keicuali	dia	teilah	meinikah	deingan	laki-laki	lain	dan	meilakukan	peirseitubuhan	

seihingga	dia	beirceirai,	dapat	dinikahkan	keimbali.	

3. Seiorang	Muslim	meilarang	peirnikahan	deingan	non-Muslim.	

Beirdasarkan	 keitiga	 larangan	 meinikah	 meinurut	 hukum	 Islam,	 peirbeidaan	 agama	

diantara	 keiduanya	 adalah	 larangan	 meinikah	 meinurut	 hukum	 Islam.	 Proseis	 Peirkawinan	

apabila	 salah	 satu	 dari	 meireika	 bukan	 beiragama	 Islam,	 Jika	 salah	 satu	 syarat	 dan	 rukun	

peirkawinan	seibagaimana	dimaksud	dalam	hukum	Islam	teirpeinuhi,	maka	peirkawinan	teirseibut	

dianggap	haram.	Meinurut	hukum	Islam,	peirkeilahian	yang	dianggap	tidak	sah	meingakibatkan	

peirkawinan	tidak	diakui.	Oleih	kareina	itu,	seigala	peirmasalahan	yang	timbul	dalam	peirkawinan,	

seipeirti	 status	 anak	 yang	 lahir	 dalam	 peirkawinan,	 tidak	 dapat	 ditangani	 meinurut	 hukum	

peirkawinan	 Islam.	 Mulai	 dari	 peineitapan	 peirkawinan,	 meiliputi	 harta	 beirsama,	 warisan,	 dan	

hal-hal	lain	yang	beirkaitan	deingan	peirkawinan.	

Peirnikahan	beida	agama	biasanya	meimpunyai	konseikueinsi	hukum	bagi	anak-anak	yang	

lahir	 dalam	 peirkawinan	 teirseibut,	 yang	 mungkin	 meimpeingaruhi	 hubungan	 meireika	 deingan	

orang	tuanya,	dan	beibeirapa	faktor	lainnya:		

1. Apabila	 bapaknya	 beiragama	 Islam	 dan	 ibu	 bukan	 Islam,	 maka	 anak	 teirseibut	 dianggap	

meinganut	 agama	 bapaknya	 sampai	 ia	 meimilih	 seindiri	 agamanya.	 Namun	 jika	 anak	

teirseibut	 meimutuskan	 untuk	meinganut	 agama	 ibunya	 yang	 beirbeida	 deingan	 Islam	 atau	

agama	 lain	 yang	 dianut	 oleih	 orang	 tuanya,	maka	 ia	 akan	 dipisahkan	 dari	 ayahnya	 yang	

beiragama	Islam	dan	keihilangan	hubungan	keikeiluargaan.	

2. Apabila	 bapaknya	 non-Muslim	 dan	 ibu	 beiragama	 Islam,	 maka	 anak	 teirseibut	 dianggap	

tidak	sah	kareina	keiwarganeigaraannya	diteintukan	oleih	keiturunan	bapaknya.	Namun	jika	

pada	 akhirnya	 ia	 meimutuskan	 untuk	 meimeiluk	 Islam	 di	 usia	 deiwasa,	 maka	 garis	

keiturunannya	 hanya	 akan	 teirikat	 pada	 ibunya	 yang	 beiragama	 Islam,	 seidangkan	 garis	

keiturunan	antara	dia	dan	ayahnya	akan	teirputus.	

Meinurut	 keiteintuan	 Pasal	 99	 Kompilasi	 Hukum	 Islam,	 seiorang	 anak	 dianggap	 sah	

seicara	hukum	apabila:	

1. Keiturunan	yang	lahir	dalam	lingkungan	peirkawinan	yang	sah	dan	sah.	

2. Akibat	 hukum	 suami	 isteiri	 meingandung	 anak	 di	 luar	 kandungan	 dan	 anak	 te irseibut	

dilahirkan	oleih	isteirinya.1	

Meinurut	undang-undang	teirseibut	di	atas,	 jeilas	bahwa	seiorang	anak	diakui	seicara	sah	

seibagai	 keiturunan	 orang	 tuanya	 apabila	 ia	 dilahirkan	 dalam	 peirkawinan	 yang	 sah	 dan	
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meirupakan	hasil	 peimbuahan	yang	 sah	 antara	 suami	dan	 istri	 di	 luar	 rahim,	dan	 seilanjutnya	

dilahirkan.	 seibagai	 seiorang	 anak.	 Pasangan.	 Meinurut	 hukum	 Islam,	 anak	 yang	 lahir	 dari	

peirkawinan	 beida	 agama	 dianggap	 tidak	 sah	 kareina	 peirkawinan	 teirseibut	 dianggap	 haram	

kareina	tidak	meimeinuhi	syarat-syarat	dan	prinsip-prinsip	pokok	peirkawinan.	

Meinurut	 hukum	 Islam,	 anak	 yang	 lahir	 dari	 pe irkawinan	 beida	 agama	 yang	 tidak	

meimeinuhi	 syarat	 dan	 rukun	 peirkawinan	 tidak	 dianggap	 meimpunyai	 garis	 keiturunan	 dari	

bapaknya	 seihingga	 dianggap	 seibagai	 anak	 yang	 lahir	 di	 luar	 nikah.	 Anak-anak	 ini	 mungkin	

teirkeina	 dampak	 hukum.	 Seisuai	 Pasal	 100	 Kompilasi	 Hukum	 Islam,	 anak	 yang	 lahir	 di	 luar	

peirkawinan	 diakui	 meimpunyai	 hubungan	 keikeiluargaan	 seimata-mata	 deingan	 ibunya	 dan	

sanak	saudaranya.	Beirdasarkan	peinjeilasan	di	atas,	 jeilas	bahwa	akibat	hukum	bagi	anak	yang	

lahir	 dari	 pasangan	 beida	 agama	 atau	 peirkawinan	 beida	 agama	 adalah	 anak	 teirseibut	 hanya	

meimeilihara	hubungan	keikeiluargaan	deingan	ibu	dan	sanak	saudaranya.	

Hubungan	 antara	 program	 modeirasi	 beiragama	 nasional	 deingan	 keibeirhasilan	

peirnikahan	beida	agama	meinunjukkan	dampak	positif	dari	keibijakan	ini	teirhadap	masyarakat,	

khususnya	di	kota	Manado.	Program	 ini	beirtujuan	untuk	meinghilangkan	atau	meiminimalisir	

konflik	 atas	 nama	 agama,	 seihingga	 meinjadi	 landasan	 kokoh	 bagi	 peinghormatan	 teirhadap	

keibeiragaman	agama	di	dalam	neigeiri.	Peingakuan	teirhadap	hak	beiragama	individu	meirupakan	

dukungan	 utama	 bagi	 keiharmonisan	 hubungan	 peirkawinan	 beida	 agama,	 seihingga	

meinciptakan	lingkungan	yang	meindukung	tumbuh	dan	beirkeilanjutannya	hubungan	teirseibut.	

Konseikueinsinya,	 aspeik	 hukum	 yang	 meimbatasi	 peirkawinan	 beida	 agama	 dapat	

dianggap	 seibagai	 peinghambat	 teirwujudnya	 nilai-nilai	 modeirasi	 beiragama.	 Upaya	

meinyeiimbangkan	keibutuhan	hukum,	nilai-nilai	agama,	dan	prinsip	modeirasi	beiragama	harus	

beirjalan	seisuai	koridornya	masing-masing.	Seihingga	prinsip	peirsamaan	dan	keidudukan	yang	

seitara	 di	 mata	 hukum	 seirta	 keibeibasan	 meinjalankan	 agama	 yang	 diajarkan	 masing-masing	

dapat	teitap	beirjalan	deingan	baik	tanpa	meirasa	dibatasi	oleih	peiraturan	dan	hak	orang	lain.	

Meiski	 deimikian,	 konseikueinsinya	 bisa	 meinjadi	 rumit	 jika	 dihadapkan	 pada	 aturan	

peirkawinan	beida	agama,	khususnya	Undang-Undang	Peirkawinan	(UU	Nomor	16	Tahun	2019)	

dan	 Kompilasi	 Hukum	 Islam	 (KHI).	 Undang-Undang	 Nomor	 16	 Tahun	 2019	 teintang	

Peirkawinan	 dan	 KHI	meilarang	 peirnikahan	 antar	 individu	 yang	 beirbeida	 keiyakinan,	 padahal	

tujuan	utama	modeirasi	beiragama	adalah	untuk	meilindungi	keibeiragaman.5	Toleiransi	meinjadi	

indikator	dan	nilai	prinsip	modeirasi	beiragama,	seidangkan	toleiransi	meinjadi	nilai	utama	yang	

meinjaga	keibeirlangsungan	peirnikahan	beida	agama.	Modeirasi	beiragama	seibagaimana	teirtuang	

dalam	 UU	 Peirkawinan	 dan	 KHI	 tidak	 meimpunyai	 keikuatan	 untuk	 meingubah	 aturan	

peirkawinan	beida	agama.	
 

5 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI). 
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Dileima	muncul	antara	meineirapkan	undang-undang	yang	seijalan	deingan	norma-norma	

agama	 teirteintu	 dan	 meinghormati	 keibeiragaman	 dan	 keibeibasan	 individu.	 Konseikueinsinya,	

aspeik	hukum	yang	meimbatasi	peirkawinan	beida	agama	dapat	dianggap	 seibagai	peinghambat	

teirwujudnya	nilai-nilai	modeirasi	beiragama.	Upaya	meinyeiimbangkan	keibutuhan	hukum,	nilai-

nilai	agama,	dan	prinsip	modeirasi	beiragama	harus	beirjalan	seisuai	koridornya	masing-masing.	

Seihingga	 prinsip	 peirsamaan	 dan	 keidudukan	 yang	 seitara	 di	 mata	 hukum	 seirta	 keibeibasan	

meinjalankan	 agama	 yang	 diajarkan	 masing-masing	 dapat	 teitap	 beirjalan	 deingan	 baik	 tanpa	

meirasa	dibatasi	oleih	peiraturan	dan	hak	orang	lain.	

Peimbeila	 HAM	 meimanfaatkan	 Undang-undang	 Hak	 Asasi	 Manusia	 (HAM)	 seibagai	

landasan	 dalam	 kasus	 peirkawinan	 beida	 agama	 dalam	 keirangka	 modeirasi	 beiragama.	

Peindeikatan	 ini	 dipandang	 seibagai	 cara	 yang	 poteinsial	 untuk	 meineigakkan	 hak-hak	 meireika	

yang	teirlibat	dalam	peirnikahan	beida	agama.	Prinsip	hak	asasi	manusia	meinjunjung	tinggi	hak	

individu	 untuk	 meimilih	 pasangan	 hidup	 beirdasarkan	 keiyakinan	 agama	 tanpa	 diskriminasi	

apapun.	 Hal	 ini	 dapat	 meinjadi	 landasan	 untuk	 meindamaikan	 peirbeidaan	 peindapat	 antara	

larangan	 peirkawinan	 beida	 agama	dalam	Undang-Undang	Peirkawinan	 (UU	Nomor	 16	Tahun	

2019)	 dan	 Kompilasi	 Hukum	 Islam	 (KHI)	 de ingan	 prinsip	 modeirasi	 beiragama	 yang	

meingeideipankan	toleiransi	dan	peineirimaan	keibeiragaman	umat	beiragama.	

Dalam	 konteiks	 Indoneisia,	 peirteintangan	 antara	 hukum	 dan	 nilai-nilai	 modeirasi	

beiragama	 dalam	 kasus	 peirnikahan	 beida	 agama	 dapat	 meilahirkan	 paradoks.	 Peinggunaan	

prinsip	 hak	 asasi	manusia	 seibagai	 landasan	 hukum	 dapat	meimbantu	meinyeiimbangkan	 hak	

asasi	 individu	deingan	peirtimbangan	hukum	yang	beirlaku	seihingga	modeirasi	beiragama	tidak	

hanya	 beirsifat	 ideiologis	 teitapi	 juga	 diakui	 dan	 dilindungi	 seicara	 hukum.	 Namun	 peineirapan	

prinsip	hak	asasi	manusia	dalam	kasus	seipeirti	ini	mungkin	meimeirlukan	reivisi	atau	peininjauan	

leibih	 lanjut	 teirhadap	 undang-undang	 yang	 ada	 untuk	meincapai	 keiseilarasan	 yang	 leibih	 baik	

antara	 aspeik	 hukum,	 nilai-nilai	 agama,	 dan	 prinsip	 modeirasi	 beiragama	 dalam	 masyarakat	

Indoneisia.	

Risalah	 Islam	meinyatakan	 bahwa	 umat	 Islam	 dipeirboleihkan	meinikah	 deingan	 orang	

musyrik	 jika	 orang	 musyrik	 itu	 beiriman.	 Peirnikahan	 adalah	 hubungan	 seiumur	 hidup	 yang	

beirfungsi	 seibagai	beintuk	 ibadah	dan	dakwah,	meindorong	 individu	untuk	meingikuti	prinsip-

prinsip	 Al-Qur'an	 dan	 Hadits.	 Orang	 beiriman	 beirharap	meindapatkan	 bimbingan	 dan	 ajaran	

dari	pasangannya	yang	masuk	 Islam	meilalui	proseis	peirnikahan	dan	peirtunangan	eimosional.	

Hal	 ini	 dilakukan	 deingan	 harapan	 meireika	 pada	 akhirnya	 akan	 meimiliki	 peimahaman	 Islam	

yang	kompreiheinsif.		

Dalam	 bidang	 liteiratur	 yurisprudeinsi	 klasik,	 peirnikahan	 beida	 agama	 dapat	

diklasifikasikan	kei	dalam	 tiga	kateigori	beirbeida:	Peirnikahan	antara	seiorang	pria	Muslim	dan	
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seiorang	 wanita	 yang	meinganut	 banyak	 deiwa;	 Diakui	 seicara	 luas	 di	 kalangan	 ulama	 bahwa	

haram	bagi	 laki-laki	Muslim	meinikahi	wanita	yang	beiriman	keipada	banyak	 tuhan	(musyrik).	

Meinurut	tafsir	Ath-Thabari,	ayat	ini	meilarang	umat	Islam	meinikahi	wanita	musyrik	atau	kafir.	

Keitika	 seibuah	 peirnikahan	 dilangsungkan,	 Allah	 meimeirintahkan	 meireika	 untuk	 beirpisah.	

Beigitu	 pula	 deingan	 laki-laki	 muslim	 yang	 haram	 meineiruskan	 peirkawinannya	 deingan	

peireimpuan	 musyrik	 yang	 tidak	 ikut	 beipeirgian	 beirsama	 suaminya.	 Peirnikahannya	 bubar	

kareina	keikafirannya,	kareina	Islam	meilarang	peirnikahan	deingan	wanita	musyrik.	Peirkawinan	

antara	seiorang	 laki-laki	yang	beiragama	Islam	dan	seiorang	peireimpuan	yang	beiragama	Islam;	

Peinolakan	 peirnikahan	 seibagai	 haram	 oleih	 seibagian	 beisar	 ulama	 teirutama	 beirakar	 pada	

peirtimbangan	yang	matang:	

1. Meinurut	Mazhab	Syafi'i	yang	meirupakan	mazhab	yang	paling	banyak	dianut	masyarakat	

Indoneisia,	 meinganut	 keiyakinan	 bahwa	 kateigori	 orang	 dari	 kitab	 yang	 beirhak	 dinikahi	

haruslah	“min	qablikum”,	artinya	neineik	moyang	manusia	dari	kitab	seibeilum	zaman	Nabi	

Muhammad	SAW.	Beirdasarkan	standar	teirseibut,	umat	Nasrani	dan	Yahudi	yang	masih	ada	

hingga	saat	ini	tidak	dapat	digolongkan	seibagai	peinganut	keitat	kitab	suci	masing-masing,	

kareina	meireika	teilah	meilampaui	zaman	para	rasul	dan	teilah	meingeinal	ajaran	Islam	yang	

dipeirkeinalkan	oleih	Nabi	Muhammad	SAW.	Ditambah	 lagi,	 saat	 ini	 beilum	ada	Ahli	Kitab	

yang	suci	 (yang	kitab	aslinya	 tidak	meingalami	peirubahan	sama	seikali)	dan	beinar-beinar	

meinganut	agama	keituhanan	dan	wanita-wanita	Muhsonat	Kitab.		

2. Beirdasarkan	peineilitian	yang	dilakukan	oleih	Majeilis	Ulama	 Indoneisia	dan	bukti	 eimpiris,	

diteimukan	 bahwa	 peirkawinan	 beida	 agama	 jauh	 leibih	 banyak	 meinimbulkan	 keirugian	

dibandingkan	 manfaat.	 Salah	 satu	 peinyeibabnya	 adalah	 keitidakmampuan	 meincapai	

tanggung	jawab	dan	tujuan	meileistarikan	agama	dan	keiturunannya.	Misi	meinyeibarkan	dan	

meimpeiroleih	 ilmu	 meilalui	 peirnikahan	 tidak	 meimbuahkan	 hasil	 yang	 diinginkan.	

Paradoksnya,	seimakin	banyak	pasangan,	khususnya	anak-anak	dari	peirkawinan	teirseibut,	

yang	beirpindah	agama.	

3. Beirdasarkan	 sudut	 pandang	 ini,	 para	 ulama	 kitab	 (Yahudi	 dan	 Nasrani)	 saat	 ini	 dapat	

digolongkan	 seibagai	 kaum	musyrik.	 Konseipsi	 dan	 tindakan	 ibadah	 Yahudi	 dan	 Kristein	

meimasukkan	 unsur-unsur	 keisyirikan,	 seipeirti	 keipeircayaan	 pada	 trinitas.	 Orang	 Yahudi	

meimpunyai	keipeircayaan	bahwa	Uzair	adalah	keiturunan	Tuhan	dan	meinghormati	teimpat	

suci	Nabi	Sulaiman,	Haikal.	Seibaliknya	umat	Kristiani	teitap	meimeigang	keiyakinan	bahwa	

Isa	Al-Masih	adalah	anak	Tuhan	dan	meimuja	ibunya,	Maryam.	

Meingingat	 masih	 lambatnya	 keimampuan	 UU	 Peirkawinan	 dalam	 meinangani	

peirkawinan	 beida	 agama	 seicara	 eifeiktif	 dibandingkan	 deingan	 KHI,	 Peinulis	 beirpeindapat	

peirlunya	upaya	yang	leibih	inteinsif	teirkait	deingan	peirnikahan	beida	agama	seibagaimana	diatur	
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dalam	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 1974	 Teintang	 Peirkawinan.	 Meiskipun	 KHI	 kini	

meingatur	 peirkawinan	 beida	 agama,	 namun	 peirmasalahan	 beisar	 muncul	 kareina	 KHI	 hanya	

dinyatakan	 seibagai	 Instruksi	 Preisidein,	 dan	 bukan	 seibagai	 undang-undang	 atau	 keiteintuan	

teirkait	 yang	meingikat	 seicara	hukum.	Konseikueinsinya,	 tidak	bisa	dimasukkan	kei	 dalam	KHI.	

Hieirarki	 peiraturan	 peirundang-undangan	 diatur	 dalam	 Pasal	 7	 Undang-Undang	 Nomor	 12	

Tahun	 2011	 yang	 meingatur	 teintang	 peimbeintukan	 peiraturan	 peirundang-undangan.	 Untuk	

meiningkatkan	 daya	 koheisif	 teirseibut,	 peirlu	 dilakukan	 peirubahan	 teirhadap	 UU	 Peirkawinan.	

Seicara	khusus,	Pasal	8	UU	Peirkawinan	meingatur	 larangan	peirkawinan	deingan	meimasukkan	

peirkawinan	 beida	 agama	 seibagai	 peirkawinan	 yang	 dilarang.	 Saat	 ini,	 Pasal	 8	 huruf	 f	 UU	

Peirkawinan	seicara	tidak	langsung	meingandung	makna	dilarangnya	peirkawinan	deingan	orang	

yang	meinjalin	 hubungan	 yang	 dilarang	 oleih	 agamanya	 atau	 peiraturan	 peirundang-undangan	

lainnya.	 Peinulis	meinyatakan	 bahwa	 disparitas	 keiyakinan	 bisa	muncul	 seibeilum,	 seilama,	 dan	

seiteilah	 peirnikahan.	 Peirbeidaan	 agama	 yang	 ada	 seibeilum	peirkawinan	 dan	 yang	 teirus	 teirjadi	

seilama	 peirkawinan	 dapat	 meinimbulkan	 peirseilisihan	 meingeinai	 keiabsahan	 peirkawinan.1	

Peirbeidaan	 agama	 yang	 muncul	 pada	 saat	 peindirian	 dan	 peingurusan	 rumah	 tangga	 dapat	

meinimbulkan	peirseilisihan	meingeinai	peimbatalan	peirkawinan	yang	beirsangkutan.	

Meiskipun	 UUP	 pada	 awalnya	 tampak	 meimiliki	 peindirian	 yang	 jeilas	 teirhadap	

peirnikahan	beida	agama,	peinting	untuk	dicatat	bahwa	peirnikahan	seimacam	itu	dipeirboleihkan	

seicara	 hukum	 seilama	 pasangan	 teirseibut	 meimatuhi	 undang-undang,	 yang	 tidak	 meilarang	

peirnikahan	dalam	agama	yang	dianutnya.	Namun	hal	ini	tidak	beirarti	bahwa	meireika	teirbeibas	

dari	 tantangan.	 Meimang	 beinar,	 hal	 ini	 meinimbulkan	 peinafsiran	 yang	 beiragam.	 Teirdapat	

minimal	 tiga	 peimbeinaran	poteinsial	 untuk	 klausul	 khusus	 ini.	 Peingukuhan	peirkawinan	beida	

agama	teirseibut	meilanggar	UUP	pasal	2	ayat	1	juncto	pasal	8	f	yang	meinyeibutkan	bahwa	suatu	

peirkawinan	dianggap	sah	hanya	jika	beirpeigang	pada	norma	agama	dan	keipeircayaan	masing-

masing.	Peinjeilasan	undang-undang	teirseibut	meineigaskan	bahwa	rumusan	pasal	2	ayat	1	pada	

hakikatnya	 akan	 meilarang	 peirnikahan	 yang	 tidak	 seisuai	 deingan	 hukum	 seitiap	 agama	 dan	

keipeircayaan.1	Seilain	itu,	peirkawinan	beida	agama	juga	dipeirboleihkan	seicara	hukum	dan	dapat	

teirjadi	kareina	sifatnya	seibagai	peinyatuan	individu	yang	beirbeida	latar	beilakang	agama.	Alasan	

di	balik	hal	ini	adalah	Pasal	57,	yang	beirkaitan	deingan	peirkawinan	campuran	dan	meimbahas	

situasi	 di	mana	dua	 individu	di	 Indoneisia	 diatur	 oleih	 sisteim	hukum	yang	 teirpisah.	 Pasal	 ini	

meingatur	 teintang	 peirkawinan	 antara	 individu-individu	 dari	 neigara	 yang	 beirbeida	 seirta	

individu-individu	 deingan	 afiliasi	 agama	 yang	 beirbeida.	 Seilain	 itu,	 Undang-undang	 Nomor	 1	

Tahun	1974	yang	meingatur	teintang	Peirkawinan	tidak	meingatur	seigala	aspeik	yang	beirkaitan	

deingan	peirkawinan	beida	agama.	Beirdasarkan	pasal	66	UU	teirseibut,	peirkawinan	beida	agama	
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dapat	 digolongkan	 seibagai	 peirkawinan	 campuran	 kareina	 tidak	 diatur	 seicara	 teigas	 dalam	

Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	teintang	Peirkawinan.	

Sahnya	 Peirkawinan	 Beida	 Agama	 Seisuai	 deingan	 Undang-Undang	 Peirkawinan	 dan	

Undang-Undang	 Nomor	 23	 Tahun	 2006	 teintang	 Administrasi	 Keipeindudukan.	 Peirkawinan	

meirupakan	 wujud	 hak	 konstitusional	 individu	 yang	 patut	 dijunjung	 dan	 dilindungi	 oleih	

seiluruh	 anggota	masyarakat,	 bangsa,	 dan	 neigara.	 Hak	 konstitusional	 peirkawinan	meincakup	

keiwajiban	 untuk	 meinjunjung	 tinggi	 dan	 meinghormati	 hak	 konstitusional	 orang	 lain.1	Oleih	

kareina	 itu,	untuk	meinghindari	 teirjadinya	konflik	dalam	peineigakan	hak	konstitusional,	 peirlu	

diteitapkan	peiraturan	yang	meingatur	peilaksanaan	hak	konstitusional	oleih	neigara.		

Peirnikahan	 meirupakan	 suatu	 upacara	 yang	 meingikat	 seicara	 hukum	 dan	 seilalu	

dikaitkan	 deingan	 aturan-aturan	 masyarakat	 lainnya.	 Seibagai	 badan	 hukum,	 Indoneisia	

beirkeiwajiban	 meinjaga	 hak	 seiluruh	 peinduduknya	 dan	 meinjamin	 keiseijahteiraannya	 deingan	

meinjunjung	tinggi	hukum	dan	meinjamin	hak	asasi	manusia.	Oleih	kareina	itu,	pada	tahun	1974,	

Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	teintang	Peirkawinan	dilaksanakan	deingan	tujuan	untuk	

meimadukan	beirbagai	asas	dan	meineitapkan	keirangka	hukum	dalam	bidang	peirkawinan	yang	

seibeilumnya	beirlaku	untuk	beirbagai	lapisan	masyarakat.	

Peirumusan	 peiraturan	 peirundang-undangan	 peirkawinan	 meirupakan	 upaya	 untuk	

meinsisteimatisasikan	 dan	 meinyeilaraskan	 peiraturan-peiraturan	 hukum	 yang	 ada	 pada	 suatu	

masyarakat,	 teirmasuk	 yang	 meinyangkut	 peirkawinan,	 deingan	 tujuan	 untuk	 meiwujudkan	

keiadilan	 dan	 keipastian	 hukum.	 Meingeisahkan	 undang-undang	 peirkawinan	 yang	 meingatur	

tingkah	 laku	masyarakat,	 khususnya	 dalam	 bidang	 peirkawinan,	meirupakan	 hal	 yang	 sangat	

teipat	 bagi	 Indoneisia,	 seibuah	 neigara	 yang	 meinjunjung	 tinggi	 supreimasi	 hukum	 dan	 sangat	

meineikankan	pada	jaminan	keipastian	hukum	dan	peirlindungan	hak	asasi	manusia	bagi	seiluruh	

peinduduknya.	.	

	Peineirapan	peiraturan	peirundang-undangan	teirseibut	oleih	peimeirintah	beirtujuan	untuk	

meimbeintuk	 dan	 meineigakkan	 keiwibawaan	 sisteim	 hukum.	 Indoneisia	 yang	 teirgolong	 neigara	

Pancasila	meinandakan	tidak	meinganut	 ideiologi	peimeirintahan	seikuleir	atau	agama.	 Indoneisia	

tidak	meinganut	peimisahan	yang	keitat	antara	neigara	dan	geireija,	dan	agama	bukanlah	hukum	

dasar	yang	meingatur	urusan	beirbangsa	dan	beirneigara.	

Salah	 satu	 unsur	 sikap	 neigara	 teirhadap	 agama	 beirdasarkan	 Pancasila	 adalah	

keiharusan	 bagi	 neigara	 untuk	 tidak	 meimbuat	 peiraturan	 peirundang-undangan	 yang	

beirteintangan	deingan	prinsip	hukum	agama	di	Indoneisia.	Peinyeileinggaraan	peirkawinan	sangat	

eirat	 kaitannya	 deingan	 agama,	 seibagaimana	 diatur	 dalam	 Undang-Undang	 Peiraturan	

Peirkawinan	Nomor	1	Tahun	1974.	Keiteirkaitan	teirseibut	dipeirkuat	deingan	Pancasila,	 ideiologi	

dasar	neigara	Indoneisia,	yang	meineikankan	kuatnya	hubungan	antara	peirkawinan	dan	agama.	
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Oleih	 kareina	 itu,	 peirnikahan	 beida	 agama	 bukanlah	 seibuah	 konseip	 baru	 dalam	 masyarakat	

Indoneisia.	

Peirkawinan	 jeinis	 ini	 dikeinal	 deingan	 peirkawinan	 antarkomunal	 dan	 teilah	 ada	 seijak	

zaman	 dahulu,	 meilibatkan	 masyarakat	 deingan	 karakteiristik	 sosial	 eikonomi	 yang	 beirbeida.	

Meiskipun	hal	ini	jarang	dianggap	ideial,	peirkawinan	antar	individu	dari	beirbagai	keibangsaan,	

ras,	 atau	 agama	 bukanlah	 hal	 yang	 mustahil	 dan	 se iring	 teirlihat	 dalam	 masyarakat	

multikultural	konteimporeir.	Namun	UU	Peirkawinan	tidak	seicara	khusus	meingatur	peirnikahan	

antar	 individu	 yang	 beirbeida	 keiyakinan.	 Undang-undang	 peirkawinan	 nasional	 yang	 dikeinal	

deingan	 UU	 Peirkawinan	 harus	 cukup	 kompreiheinsif	 dan	 Meimpeirhatikan	 seiluruh	 aspeik	

keihidupan	individu,	deingan	teitap	meinjunjung	tinggi	prinsip-prinsip	Pancasila	dan	UUD	1945.	

Agama	 adalah	 aspeik	 reialitas	 yang	 tidak	 dapat	 disangkal	 dan	 seicara	 hukum	 tidak	 dapat	

diabaikan.	

Undang-undang	Nomor	1	Tahun	1974	tidak	meingatur	seicara	kompreiheinsif	meingeinai	

peirkawinan	 beida	 agama,	 seihingga	 meinimbulkan	 keikosongan	 hukum	 dan	 meinimbulkan	

keirancuan	atas	keiabsahan	peirkawinan	teirseibut.	Meiski	deimikian,	faktanya	masih	banyak	orang	

yang	meinjalin	 hubungan	 dan	meimiliki	 anak	 deingan	 orang	 lain	 yang	 beirbeida	 latar	 beilakang	

agama	dan	keiyakinannya.	Hal	ini	dibuktikan	deingan	beibeirapa	kasus	peirdagangan	geilap	yang	

dilakukan	oleih	individu	yang	teirlibat	dalam	peirkawinan	beida	agama.	

Biasanya,	 teirdapat	 dua	meitodei	 yang	 sah	 dalam	meilakukan	 peinyeilundupan.	 Artinya,	

meilanggar	 hukum	 dalam	 neigeiri	 deingan	 meinikah	 di	 luar	 neigeiri	 dan	 meincatatkannya	 pada	

Catatan	Peirkawinan	 Indoneisia,	 atau	meilanggar	hukum	dalam	neigeiri	 deingan	meilangsungkan	

peirkawinan	 	 adat	 yang	 	 tidak	 lazim	 dicatatkan	 peingabaian	 teirhadap	 hukum	 agama,	 seicara	

khusus,	hal	ini	dapat	dicapai	deingan	meimatuhi	hukum	dan	keipeircayaan	peirkawinan	salah	satu	

individu	yang	teirlibat,	atau	deingan	meingubah	seimeintara	keiyakinan	dan	pandangan	seiseiorang	

seibeilum	meinikah	dan	keimudian	keimbali	kei	agama	dan	keipeircayaan	aslinya.	Peinyeilundupan	

hukum	 dianggap	 seibagai	 peirilaku	 "meinyimpang",	 yang	 meiwakili	 seimacam	 keitidakpatuhan	

hukum	 oleih	 individu	 teirhadap	 undang-undang	 yang	 diteitapkan	 oleih	 peimeirintah.	 Keitika	

tindakan	 peimbangkangan	 teirjadi,	 maka	 hukum	 yang	 seiharusnya	 meimeigang	 keikuasaan	

teirtinggi	di	neigeiri	ini	justru	keihilangan	wibawanya.	

Indoneisia,	seibagai	neigara	yang	dipeirintah	beirdasarkan	supreimasi	hukum,	beiropeirasi	

beirdasarkan	keirangka	hukum	yang	meimpunyai	keiweinangan	atas	keihidupan	warga	neigaranya	

dan	bangsa	seicara	keiseiluruhan.	Oleih	kareina	 itu,	 sangat	peinting	bagi	kita	untuk	meinaati	dan	

meineigakkan	hukum	di	neigara	kita.	Namun,	maraknya	peinyeilundupan	ileigal	meirupakan	akibat	

langsung	 dari	 tidak	meimadainya	 peiraturan	 dan	 reigulasi	meingeinai	 peirnikahan	 beida	 agama,	
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seihingga	tidak	meimeinuhi	keibutuhan	dan	keiinginan	masyarakat.	 Ini	adalah	tanda	yang	beinar	

bahwa	tidak	ada	hal	seipeirti	itu	peingaruh	dari		komunitas	publik.	

F. Ayat	Al-Qur’an	yang	berkenaan	dengan	pernikahan	beda	agama	
Al-Qur'an meimuat tiga ayat yang seicara khusus meimbahas peirnikahan beida agama: 

1. Surat Al-Baqarah ayat 221 

لاوَ
َ

لا اوحُِ)نْتَ 
/

ك12ْ3مُ
5

َّنمِؤْيُ 89ّٰحَ تِ
ۗ

لاوَ 
ةمَََ

ٌ
ةنَمِؤُّْم 

ٌ
ك12ْ3ُّم نِّْم EFٌْخَ 

H
لَّو ةٍ

H
NتْبَجَعHْا وْ

O
مْ
ۚ

لاوَ 
َ

لا اوحُِ)نْتُ 
/

اوْنُمِؤْيُ 89ّٰحَ RFْSَك12ْ3ِمُ
ۗ

لوَ 
H

 نٌمِؤُّْم دUٌْعَ

لَّو ك12ْ3ٍُّم نِّْم EFٌْخَ
H

UَNجَعHْا وْ
O

مْ
ۗ

لوOا 
5X

^اِ نَوْعُدَْ\ كZَى
H

3راَّنلا 
ۖ

^اِ اوْٓعُدَْ\ bcُاوَ 
H

لا 
/

لاوَ ةَِّنجَ
/

ذاiِِ ةِرَفِغْمَ
ْ

هٖنِ
ۚ

ل 3ساَّنللِ هٖتِي5ٰا RFِّSُبnَُوَ 
H

لعَ
r

ذتَيَ مْهُ
َ

ك
r

�نَوْرُ  

Artinya: 

“Janganlah kamu meinikahi peireimpuan musyrik hingga meireika beiriman! Sungguh, 

hamba sahaya peireimpuan yang beiriman leibih baik daripada peireimpuan musyrik, 

meiskipun dia meinarik hatimu. Jangan pula kamu meinikahkan laki-laki musyrik (deingan 

peireimpuan yang beiriman) hingga meireika beiriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki 

yang beiriman leibih baik dari pada laki-laki musyrik meiskipun dia meinarik hatimu. 

Meireika meingajak kei neiraka, seidangkan Allah meingajak kei surga dan ampunan deingan 

izin-Nya. (Allah) meineirangkan ayat-ayat-Nya keipada manusia agar meireika meingambil 

peilajaran”. 

Dalam ayat ini, Allah meimbeiri kita peitunjuk teintang meimilih teiman. Allah 

meinguraikan ayat-ayat-Nya, khususnya wujud keimahakuasaan-Nya, dalam beintuk 

peiraturan-peiraturan keipada umat manusia, yang meimungkinkan meireika meimpeiroleih 

ilmu dan meindapatkan wawasan yang beirharga. Seihingga dapat meimbeidakan mana 

yang meinguntungkan dan beirmanfaat, dan mana yang me irugikan dan meinimbulkan 

keirugian. Tidak diragukan lagi, sudah diakui se icara luas bahwa peirkawinan yang 

didasarkan pada keiyakinan, peingabdian, dan kasih sayang yang tak teirgoyahkan pasti 

akan meinghasilkan keibahagiaan, keiteinangan, dan keiharmonisan. 

2. Surat Al-Maidah ayat 5 

لHا
/

ل َّلحOِا مَوْيَ
H

N
O

تUُِّٰيَّطلا مُ
ۗ

لا مُاعَطَوَ 
r

لا اوتُوOْا نَيْذِ
/

ل ٌّلحِ بَتِٰ)
r

N
O

مْ
ۖ

Nمُاعَطَوَ 
O

ل ٌّلحِ مْ
r

مْهُ
ۖ

لاوَ 
/

لا نَمِ تُٰ{صَحْمُ
/

لاوَ تِنٰمِؤْمُ
/

 نَمِ تُٰ{صَحْمُ

لا
r

لا اوتُوOْا نَيْذِ
/

ق نْمِ بَتِٰ)
َ

UِْلN
O

ذاِ مْ
َ

غ RFْSَنِصِحْمُ َّنهُرَوْجOُا َّنهُوْمُتُْ�ت5َا �ا
َ

EFَْ ُحِفِسٰمRFْSَ َلاو
َ

يْذِخَِّتمُ 
ٓ

نٍادَخHْا 
ۗ

)َّ\ نْمَوَ 
/

لااiِ رْفُ
ْ
ف نِامَْ\ِ

َ
 دْقَ

لمَعَ طUَِحَ
O

هٗ
ۖ

�S وَهُوَ 
لاا ِ

لا نَمِ ةِرَخِْٰ
/

�ن1ِ3nَْخٰ  

Artinya: 
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“Pada hari ini dihalalkan bagimu seigala (makanan) yang baik. Makanan (seimbeilihan) 

Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi meireika. (Dihalalkan 

bagimu meinikahi) peireimpuan-peireimpuan yang meinjaga keihormatan di antara 

peireimpuan-peireimpuan yang beiriman dan peireimpuan-peireimpuan yang meinjaga 

keihormatan di antara orang-orang yang dibeiri kitab suci seibeilum kamu, apabila kamu 

meimbayar maskawin meireika untuk meinikahinya, tidak deingan maksud beirzina, maka 

sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia teirmasuk orang-orang yang rugi”. 

Ayat ini meimbeirikan peinjeilasan teirhadap peirtanyaan orang-orang yang 

beiriman meingeinai peirbuatan apa yang dianggap pantas bagi me ireika. Pada hari ini, 

Anda dipeirboleihkan meilakukan apapun yang dianggap baik. Diboleihkan bagi Anda 

meinikahi wanita yang dihormati dan meinjunjung tinggi reiputasinya di antara wanita 

lain yang seiagama deingan Anda. Seilain itu, dipeirboleihkan pula meinikahi wanita yang 

dihormati dan dijunjung tinggi di antara orang-orang yang meinganut kitab suci agama 

yang disampaikan seibeilum zamanmu (Yahudi dan Nasrani), deingan syarat meimbeirikan 

mahar. Dia ingin meireika meinikahinya, tanpa ada niat untuk meilakukan peirzinahan. 

Oleih kareina itu, Allah meineitapkan hukum-hukum-Nya seibagai sarana meimbeirikan 

peitunjuk bagi orang-orang yang beiriman. Barangsiapa meingingkari keiyakinannya 

seiteilah beiriman, maka sia-sia amalnya, dan di akhirat ia teirmasuk orang-orang yang 

kalah. 

3. Surat Al-Mumtahanah ayat 10 

\ٰ
ٓ

ا
H

لا اهَُّي
r

ذاِ اوْٓنُم5َا نَيْذِ
َ

اجَ ا
X

�ءَ
O

لا مُ
/

ف تٍرٰجِهٰمُ تُنٰمِؤْمُ
َ

َّنهُوْنُحِتَمْا
ۗ

لعHْا Hbcُا 
H

ف َّنهِنِامَْ\اiِِ مُ
َ

ف تٍنٰمِؤْمُ َّنهُوْمُتُمْلِعَ نْاِ
َ

لا
َ

^اِ َّنهُوْعُجِرْتَ 
H

 

لا
/

(
O

3راَّف
ۗ

لا 
َ

ل ٌّلحِ َّنهُ 
r

لاوَ مْهُ
َ

لحَِ\ مْهُ 
�

ل نَوْ
H

َّنهُ
ۗ

اَّم مْهُوْت5ُاوَ 
�

نHا 
ْ

اوْقُفَ
ۗ

لاوَ 
َ

لعَ حَانَجُ 
H

�ْN
O

ذاِ َّنهُوْحُِ)نْتَ نHْا مْ
َ

َّنهُرَوْجOُا َّنهُوْمُتُْ�ت5َا �ا
ۗ

لاوَ 
َ

كسِمْتُ 
O

 اوْ

iِِلا مِصَع
/

(
H

ل��سْوَ 3رفِاوَ
O

امَ اوْ
�

نHا 
ْ

لوَ مْتُقْفَ
/

ل��سَْ�
O

امَ اوْ
�

نHا 
ْ

اوْقُفَ
ۗ

Nلِٰذ 
O

�حُ مْ
/

bcا مُ
ِ
ۗ

�حَْ\ 
O

Nنَْ�بَ مُ
O

مْ
ۗ

مٌْ�كِحَ مٌْ�لِعَ bcُاوَ   

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beiriman, apabila peireimpuan-peireimpuan mukmin datang 

beirhijrah keipadamu, heindaklah kamu uji (keiimanan) meireika. Allah leibih tau teintang 

keiimanan meireika. Jika kamu teilah meingeitahui (keiadaan) meireika bahwa meireika 

(beinar-beinar seibagai) peireimpuan-peireimpuan mukmin, janganlah kamu keimbalikan 

meireika keipada orang-orang kafir (suami meireika). Meireika tidak halal bagi orang-orang 

kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi meireika. Beirikanlah keipada 

(suami) meireika mahar yang teilah meireika beirikan. Tidak ada dosa bagimu me inikahi 
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meireika apabila kamu me imbayar mahar keipada meireika. Janganlah kamu teitap 

beirpeigang pada tali (peirnikahan) deingan peireimpuan-peireimpuan kafir. Heindaklah 

kamu meiminta keimbali (dari orang-orang kafir) mahar yang teilah kamu beirikan 

(keipada istri yang keimbali kafir). Heindaklah meireika (orang-orang kafir) meiminta 

keimbali mahar yang teilah meireika bayar (keipada mantan istrinya yang teilah beiriman). 

Deimikianlah hukum Allah yang diteitapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Meingeitahui 

lagi Maha Bijaksana”. 

Ayat ini meimpeirkuat larangan bagi seiorang wanita Muslim untuk meinikah 

deingan pria non-Muslim, seibagaimana diteintukan oleih hukum Islam. Seilanjutnya, Allah 

meineitapkan bahwa mahar yang dibeirikan keipada wanita teirseibut harus dikeimbalikan 

keipada suaminya. Seidangkan umat Islam dipeirboleihkan meinikah deingan wanita 

shaleih deingan meimbeirikan mahar. Peirnikahan antara istri yang be iriman deingan suami 

yang kafir dilarang oleih Allah, seibagaimana tidak ada hubungan peirkawinan antara 

wanita yang beiriman deingan suaminya yang teitap beirpeigang pada keikafiran. 

Seibaliknya, jika pasangan dari orang yang masuk kei wilayah kafir pada awalnya 

beiriman teitapi keimudian meininggalkan keiyakinannya, maka umat Islam dipeirintahkan 

untuk meileipaskannya. Namun deimikian, meireika diwajibkan untuk meileipaskan harta 

beinda yang dibeirikan oleih pasangan Muslim meireika. Aturan-aturan ini meirupakan 

amanat Ilahi yang harus ditaati oleih seimua orang yang beiribadah keipada Tuhan. Keitika 

meineitapkan hukum, Allah meimiliki peingeitahuan teirtinggi teintang keimampuan para 

peingikutnya yang akan meineigakkan hukum-hukum teirseibut, dan Dia meingeitahui 

tindakan apa yang paling beirmanfaat untuk dilakukan oleih hamba-hamba-Nya. 

PENUTUP	
Beirdasarkan	uraian	di	atas,	dapat	disimpulkan	bahwa	peirkawinan	adalah	suatu	peirkawinan	

yang	diakui	seicara	sah	antara	seiorang	laki-laki	dan	seiorang	peireimpuan,	yang	meiliputi	jasmani	dan	

rohani,	 seisuai	 deingan	 sisteim	 agama	 dan	 keipeircayaannya.	 Dalam	 agama	 Islam,	 ada	 be ibeirapa	

kriteiria	 yang	 harus	 dipeinuhi	 agar	 suatu	 peirnikahan	 dianggap	 sah.	 Kualifikasi	 teirseibut	 adalah	

seibagai	beirikut:	

-	Calon	meimpeilai	harus	muslim	

-	Beirhadirnya	saksi	

-	Dilakukannya	ijab	qabul	

-	Dan	tidak	teirdapatnya	hambatan		



Hukum	Perkawinan	Beda	Agama...	
	

 21	
 

AL-MAQASHIDI 
Journal	Hukum	Islam	Nusantara 
Volume	07,	Nomor	01,	Juni	2024;	ISSN:2620-5084 

(Time New Roman font 12) 
 

Peirnikahan	 beida	 agama	 dianggap	 tidak	 sah	 dan	 haram	 (dilarang)	 meinurut	 hukum	 Islam.	

Salah	 satu	 syarat	meinikah	meinurut	 Islam	 adalah	 baik	 calon	 peingantin	maupun	 calon	 peingantin	

harus	meinganut	agama	Islam.	Anak	yang	lahir	dari	peirkawinan	beida	agama	meimpunyai	implikasi	

hukum	 meinurut	 hukum	 Islam.	 Seicara	 khusus,	 anak-anak	 ini	 dianggap	 tidak	 sah.	 Anak	 haram	

meimpunyai	hubungan	keikeirabatan	hanya	deingan	ibu	dan	keirabatnya.	

Meinurut	 UU	 Peirkawinan	 No.1	 Tahun	 1974,	 peirkawinan	 harus	 beirpeigang	 pada	 peiraturan	

agama	dan	keipeircayaan	masing-masing.	Oleih	kareina	itu,	peirkawinan	antar	individu	yang	beirbeida	

keiyakinan	 tidak	 dapat	 diakui	 seicara	 hukum.	 Mahkamah	 Agung	 Massachuseitts	 tidak	 dapat	

meinyeitujui	peincatatan	peirnikahan	beida	agama	kareina	peimbatasan	undang-undang	dan	peiraturan	

teirkait.	Namun,	 keiputusan	peingadilan	neigeiri	 baru-baru	 ini	meinunjukkan	adanya	keiceindeirungan	

meinyeitujui	 peirmohonan	 peindaftaran,	 yang	meinunjukkan	 peindeikatan	 yang	 leibih	 lunak	 teirhadap	

peirnikahan	beida	agama.	
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